
 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  66  TAHUN  2022 

 

 TENTANG  

PENETAPAN KALURAHAN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL  

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. 

 

Bahwa dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak 

Anak (KLA) di Kabupaten Bantul perlu upaya bersama 

antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, 

masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin 

pemenuhan hak anak; 

  b. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 

Kalurahan Layak Anak; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan 

Kalurahan Layak Anak Kabupaten Bantul; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3143); 
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  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 

Pengesahan Konvensi International Labour Organization 

Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera 

Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3941); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 

   5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

  7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota 

Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 168); 



  8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

169); 

  9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

170); 

  10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak 

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171); 

  11.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan 

Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak dan Perempuan 

Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul  Nomor  3 

Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul  Tahun  2018  

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 94); 

  13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 98 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan 

Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2017 Nomor 100); 



  14. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 

2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan 

Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2018-

2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 

43); 

 

 

 
 

 15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 282 Tahun 2021 

Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten 

Layak Anak Periode Tahun 2021-2025. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KALURAHAN 

LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL. 

KESATU : Menetapkan Kalurahan Layak Anak sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan Bupati ini; 

KEDUA : Kalurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melaksanakan kebijakan Kalurahan Layak Anak 

sebagai wujud upaya Kabupaten Bantul menuju 

Kabupaten Layak Anak; 

b. melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Bantul selaku koordinator Gugus Tugas Kabupaten 

Layak Anak dan; 

c. memberikan laporan dan bertanggung jawab 

kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Bantul. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan/atau dapat 

bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi 

daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau pihak lain yang tidak 

mengikat. 

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 



 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 3 Februari 2022 

 

BUPATI BANTUL, 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth: 

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik  

    Indonesia 

2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

    Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

    Bantul; 

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

    Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan 

7. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul 

8. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  66  TAHUN 2022 

TENTANG 

PENETAPAN KALURAHAN LAYAK 

ANAK KABUPATEN BANTUL. 

 

 

DAFTAR PENETAPAN KALURAHAN LAYAK ANAK 

 

NO  KAPANEWON KALURAHAN 

1 2 3 

1. Pandak 1. Gilangharjo 

2. Wijirejo 

3. Triharjo 

4. Caturharjo 

2. Bambanglipuro 
1. Mulyodadi 

2. Sumbermulyo 

3. Pajangan 1. Triwidadi 

2. Guwosari 

4. Sedayu Argodadi 

5. Imogiri 
1. Wukirsari 

2. Kebonagung 

6. Jetis Canden 

7. Banguntapan Banguntapan 

8. Sewon 1. Panggungharjo 

2. Pendowoharjo 

3. Bangunharjo 

9. Kasihan 1. Tirtonirmolo 

2. Tamantirto 

10. Dlingo 1. Dlingo 

  2. Jatimulyo 

  3. Mangunan 

1 2 3 



  4. Temuwuh 

5. Terong 

6. Munthuk 

 

         BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

 


